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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABM BATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR I VB I PP.04.2-Kpt I r2LO / KPU-r<ab lr I 2o2O

PEDOMAN TEKNIS TATA -,-J::ffiX,XEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LABUHANBATU, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KEI,OMPOK

PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c,

huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor I Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,

maka KPU Kabupaten la.buhanbatu bertugas dan

berwenang untuk menyusun dan menetapkan tata keq'a

KPU Kabupaten Labuhanbatu, PPK, PPS, dan KPPS pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2O2O, serta

menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap

tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, dan membentuk PPK, PPS, dan KPPS pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2O2O sesuai

dengan wilayah kerjanya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan lJmum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan KabupatenfKota, Pembentukan Dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Delam
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Mengingat

C.

Penyelenggaraau Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil

Walikota, bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu menetapkan

Keputusan KPU Kabupaten l,abuhanbatu tentang pedoman

teknis tata kerja KPU Kabupaten I"abuhanbatu, PPK, PPS,

dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

I"abuhanbatu tahun 2O2O;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten I"abuhanbatu tentang

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten I"abuhanbatu, Pembentukan Dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun

20201'

1. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor l092l;
2. Unda:rg-Undang 12 tahun 2Ol1 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2Ol9 tentang Undang-Undang Nomor 15 tahun

2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12

Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL9 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2ALO tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2AL4 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Iembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
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Memperhatikan

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

58e8);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2OL7

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan (Jmum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

KabupatenfKota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilitran Kecamatan, Padtira Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil

Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan lJmum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OL9 Nomor 32Ol;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2Ol9 tentang Perrrbahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dafl atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O;

1. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 343 Tahun

2019 Nomor 237 |PP.OL2-SPJ/ 12lO lKAB llx/ 2AL9 Tentang

Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2O2O;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu

Nomor : 37 /PP.01.2-Kpt / 12LO lKPU-Kab/Xll/2019
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 28/PP.OL.O2-

Kpt/ L2LOIKPU-Kab l)f-l20lg Tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2O2O;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

I"abuhanbatu Nomor : 0 1 / PK.O 1 -BA/ 1 2 10/ KPU -Kab | | I 2O2O

tanggal9 Januari 2O2O;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

I,ABUHANBATU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KER.IA

KOMISI PEMILIHAN IIMUM KABUPATEN LABUFIANBATU,

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN, PANIITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK

PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI IABUHANBATU TAHUN 2O2O,

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten La.buhanbatu, Pembentukan Dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan

Bupati Dan Wakit Bupati Labuhanbatu Tahun 2O2O

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

: Rantauprapat

: i2Januari 2Ol0

KETUA KOMISI PEMILIHA}I UMUM

KABUPATEN I-A,BUHANBATU,

WAHYUDI

ttd

**ts
J
d

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHA}I UMUM

LABUHANBATU

Bagian Hukum,

')/ *
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LAMPIRAI{

KEPUTUSAI{ KOMISI PEMILIHA}I UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR , 38 1PP.04.2-Kpt/ L}LO/KPU-Kab/112020

TENTA}IG

PEDOMAI{ TBKNIS TATA KERJA KOMISI PBMILIHAN

UMUM KABUPATEN LABUHA}IBATU, PEMBENTUKAN

DA}I TATA KERJA PANITIA PBMILIHAN KECAMATAN,

PAI{ITIA PEMUNGUTAhI SUAIL{, DAN KBLOMPOK

PEIVYELENGGAIRT\ PEMUNGUTA}-I SUAILT PADA

PBMILIHAI{ BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAE}UPATEN

LABUHANBATU TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKIYIS TATA KER-IA KOMISI PEMILIHAN UMI,IM KOTA KABUPATEN

I,ABUHANBATU, PEMBENTUKAN DAN TATA KER^IA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN, PANITIA PEMT,NGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PEI.IYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LAE}UHANBATU TAHUN 2O2O

BAB I

PENDAFIULUAI{

A. I,ATAR BEI.AKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undaag Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan

bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan

menetapkan tata ke{a KPU KabupatenfKota, PPK, PPS, dan KPPS dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan

memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi, menyusun dan

menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membentuk PPK, PPS, dan KPPS
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dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wal<il Walikota dalam wilayah kerjanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan T\rjuan

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

I"abuhanbatu, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2O2O

ditujukan untuk menjadi panduan bagi :

1) KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam membentuk PPK, PPS dan KPPS;

2l KPU Kabupaten Labuhanbatu, PPK, PPS, dan KPPS dalam menjalankan

tugas, wewenang, dan kewajiban pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati tahun 2O2O.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis tata kerja yang menca-kup tata kerja seluruh

penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten L"abuhanbatu sampai tingkat

Panitia Ad Hoc dan Kesekretariatannya yang dibentuk dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati La.buhanbatu Tahun 2O2O.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemithan Bupati dan Wakil Bupati I"abuhanbatu Tahun 2O2O, yang

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
wilayah Kabupaten l"abuhanbatu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati

I"abuhanbatu secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten La.buhanbatu, yang selanjutnya disebut

KPU Kabupaten Labuhanbatu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan

umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara

Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati L,abuhanbatu Tahun 2O2O berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Panitia Pemilihan Kecamatan, yorg selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia

yang.dibentuk oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menyelenggarakan

Pemilihan ditingkat Keca matan.

4. Panitia Pemungutan Suara, yanag selanjutnya disingkat PPS adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Ia.buhanbatu untuk menyelenggarakan

Pemilihan di tingkat Kelurahan/ desa.
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5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutrrya disingkat KPPS,

adaLah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan

Pemungutan Suara Pemilihan di tempat pemungutan sua-ra.

6. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten [a.buhanbatu, selanjutnya disebut

Bawaslu Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu adalah Panitia yang dibentuk

oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang bertugas untuk mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecematan, selanjutnya disebut Panwaslih

Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Banraslu Kabupaten

Labuhanbatu yang bertugas untuk mengawasi penyelengga-raan Pemilihan di

Wilayah Kecamatan.

8. Pengawas Pemilihan Lapangan, selar{utnya disingkat PPL adalah petugas

yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan di Desa/Kelurahan.

9. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Labuhanbatu yalg tel,ah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta

Pemilihan.

10. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang berusia paling

rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar

dalpm Daftar Pemilih.

11. Daftar Pemilih Sementara, sel,ar$utn5rs disingkat DPS adalah daftar Pemilih

hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan

terakhir.

12. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPf adalah daftar Pemilih hasil

pemutakhiran DPS.

13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

14. Hari adaLah hari kalender.

E. ASAS PEI.IYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LABUFIANBATU TAHUN 2O2O

(1) Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati I"abuhanbatu Tahun

2O2O berpedoman pada asas :

a. Mandiri;

b. Jujur;

c. Adil;

d. Kepastian Hukum;

e. Tertib;

f. Kepentingan Umum;

g. Keterbukaan;
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h. Proporsionalitas;

i. Profesionalitas;

j. Akuntabilitas;

k. Efesiensi;

1. Efekffitas; dan

m. Aksesibilitas.

(21 KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten l"abuhanbatu

bersifat hierarkis.

(3) Penyelenggaraan psmilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun

2O2O menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara

dan I(PU Kabupaten La.buhanbatu.

(4) Pemilihan Bupati dan Walil Bupati I"abuhanbatu Tahun 2O2O dilaksanakan

oleh KPU Kabupaten I-abuhanbatu.

(5) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu

Tahun 2O2O, KPU Kabupaten Labuhanbatu dibantu oleh PPK, PPS, KPPS dan

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

(6) Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 ltlga)

ditrakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi

Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Labuhanbatu dan melaporkannya

secara berjenjang.

(71 KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh

KPU Kabupaten l"abuhanbatu, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih.

(8) Tanggung jawab akhir sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh)

dilakukan dengan mel,aporkan pertanggungiawaban akhir kegiatan

Penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten

Labuhanbatu.

(9) La.poran sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), disampaikan

kepada Dewan Perwakil;an Rakyat Daerah Kabupaten la.buhanbatu.

BAB II

TATA KERJA PEI{YELENGGARA DALAM PEI\TYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI

DAI{ WAKIL BUPATI I.ABUHANBATU TAHUN 2O2O

A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN LABUHANBATU

T\rgas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten I-abuhanbatu

Tahun 2O2O, meliputi:
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1. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2O2A dengan berpedoman pada

kebijakan KPU;

2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati La.buhanbatu Tahun

2O2O, dengan berpedoman pada peraturan KPU;

3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2O2O kepada KPU maupun KPU

Provinsi Sumatera Utara apabila diperlukan;

4. menJrusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan I(PPS dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2A2O, dengan berpedoman

pada peraturan I(PU;

5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun

2O2O berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada

Peraturan KPU;

6. menerima Daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran

Data Pemilih dari PPK dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);

7. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS

dan KPPS;

8. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2O2O kepada PPK, PPS dan

KPPS;

9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil

Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

10. menyampaikan laporan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

I"abuhanbatu Tahun 2O2O kepada Menteri yang menyelenggarakan urusarr

pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Utara dan KPU

mel,alui KPU Provinsi Sumatera Utara;

11. menyampaikan laporan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

L2. menyampaikan l,aporan pertanggungiawaban semua kegiatan

penyelenggaraan Pemilihan Bupa.ti dan Wakil Bupati I"abuhanbatu Tahun

2A2O kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam

Negeri meLalui Gubernur Sumatera Utara dan kepada KPU melalui KPU

Provinsi Sumatera Utara;

13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati l"abuhanbatu Tahun 2O2O, kepada

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalan negeri melalui
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B

Gubernur Sumatera Utara, kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera

Utara dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;

L4. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU

dan KPU Provinsi Sumatera Utara dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan;

15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan sementara PPK,

PPS, sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu dan pegawai Sekretariat KPU

Kabupaten La.buhanbatu yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWA.IIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) :

1. T\rgas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan :

a. membantu KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam melakukan

pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;

b. membantu KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam menyelenggarakan

Pemilihan;

c. melaksanalan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat

Kecarnatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu;

d. menerima dan menyampaikan daftar PemiUh kepada KPU Kabupaten

La.buhanbatu;

e. menerima dan menyerahkan laporan daftff rrama Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih;

f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di
wilayah kerjanya;

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana

dimaksud pada huruf f, dqlam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta

Pemilihan dan Panwas Kecamatan;

h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada

huruf g, kepada seluruh peserta Pemilihan;

j. membuat berita aca-ra rekapitulasi penghitungan suara serta membuat

sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi

peserta pemilihan, parrrf,/as Kecamatan dan KPU Kabupaten

I"abuhanbatu;

k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh Panwas Kecamatan;

1. mel,akukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraam Pem ilihan di wilayah kerjanya;

m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan Calon

perseorangan;

jdih.Kpu.go.id./sumut/Labuhanbatu



n. melalsanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan

peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten

Labuhanbatu.

2. Tlrgas Ketua PPK

a. memimpin kegiatan PPK;

b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;

c. mengawasi kegiatan PPS;

d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara

sementara secara berkala, dengan manual, dan /atau elektronik;

f. menandatangani berita aca.ra dan sertifikat rekapitulasi penghitungan

suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan

dapat ditandatangani oleh saksi yang merniliki surat mandat yang

ditandatangani oleh Pasangan Calon;

g. menyerahkan f (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi

masing-masing Pasangan Calon;

h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran

penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan

oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu.

i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah

seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

3. T\rgas Anggota PPK

a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan

pertimbangan;

d. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungiawab kepada

ketua PPK.

C. TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMUNGUTAN SUARA {PPS}

1. T\rgas, Wewenang dan Kewajiban PPS meliputi:

a. membantu KPU Kabupaten Labuhanbatu dan PPK dalam melakukan
pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan

DPT;

b. membentuk KPPS;
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c. melakukan verifikasi dan rekapitul,asi dukungan Pasangan Calon

perseorangan;

d. mengusulkan calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU

Kabupaten l,abuhanbatu melalui PPK;

e. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih;

f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU

Kabupaten Labuhanbatu melalui PPK;

g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;

h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih

dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten

I"abuhanbatu melalui PPK;

i. mengumumkan Daftff Pemilih;

j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;

1. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten

Labuhanbatu;

m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

n. mel,aksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di

kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten

I"abuhanbatu dan PPK;

o. mengumpulkan hasil penghitungan sua.ra dari seluruh TPS diwilayah

kerjanya;

p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah

penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang

szrma setelah terkumputnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak

memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh

KPPS;

r. menindeklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh PPL;

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap

tahapanpenyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaratrn Pemilihan dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyaraka[

u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal
penghitungan suara;

v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten I"abuhanbatu,

dan/atau PPK.
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Tugas Ketua PPS meliPuti:

a. memimpin kegiatan PPS;

b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;

c. mengawasi kegiatan KPPS;

d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk

kelancaran pela ksanaan tugas;

e. menandatangani DPS dan DPS Hasil Perbaikan;

f. memberikan salinan DPS Hasil Perbaikan kepada yang mewakili

Pasangan Calon di tingkat kelurahan; dan

g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran

penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yarrg ditentukan

oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu.

h. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh sal;ah

seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

T\rgas Anggota PPS meliputi:

a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan

pertimbangan;

d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggungiawab kepada

ketua PPS.

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KELOMPOK PEI{YELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA IKPPS}

1. T\rgas, Wewenang dan Kewajiban KPPS meliputi:

a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;

b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;

c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari

pemungutan suara;

f. meqiaga dan mengamankan keutuhan kotak suara seteLah penghitungan

suara dan setelah kotak suara disegel;

g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta

membuat sertilikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan

salinannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPl/Pengawas TPS, PPS dan

KPU Kabupaten Labuhanbatu melalui PPS dan PPK;

h. menyerahkan hasil perhituogan suara kepada PPS dan PPL;

2

3
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2

i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat

hasil penghitungan sua.ra kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Labuhanbatu, PPK,

dan/atau PPS

T\.rgas Ketua KPPS

a. T\lgas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemunguta"n dan

penghitungan suara:

1) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harrs diLaksanakan

kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;

2l mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan

suara;

3) menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara

kepada Pemilih pada DPT;

4l menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani

oleh Pasangan Calon atau ketua timkampanye Pasangan Calon.

5) menyampaikan salinan DPT kepada saksi di TPS sebagaimana

dimaksud pada angka 4 (empat);

6) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan

b. Tlrgas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:

1) memimpin kegiatan KPPS;

2l memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;

3) membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;

4l memandu pengucap€rn sumpah/janji para anggota KPPS dan

Petugas Keamanan TFS;

5) menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua)

orang anggota KPPS;

6) menandatangani tiap lembar surat suara;

7) dan mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

c. T\rgas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

1) memimpin pelaksanaan penghitungan suara;

2) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan

suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS,

dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat

dari Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon;

3) memberikan 1 {satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat

hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi Peserta

Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;

4) menyerahkan hasilperhitungan sua-ra kepada PPS dan PPL;
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3.

S) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat sua-ra, serttfikat

hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara

kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat

pengawalan dari petugas ketertiban TPS;

6) Dalam melalsanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab

kepada PPS melalui ketua PPS.

T\rgas Anggota KPPS

a. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;

b. Dalam metaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab

kepada ketua KPPS.

A.

BAB III

PERSYAIA{TAI{ PPK, PPS DAI{ KPPS

SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, ada-lah sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;

2. berusia paling rendatr 17 {tujuh bel,as) tahun;

3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang DasarNegara

Republik Indonesia Tahun L945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Bhinneka T\rnggal Ika dan cita-cita Prokl,amasi 17 Agustus L945;

4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat

pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 {lima) tahun

tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikandengan surat

keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU, KPU Kota

Kabupaten l,abuhanbatu atau DKPP;

11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS

dan apabila tidak dapat dipenuhi, KPU Kota Kabupaten La.buhanbatu dapat

bekerja sarra dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk
memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

L2. belum pernah menjabat 2 (dua) kali ssfosgai anggota PPK, PPS dan KPPS.
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13. Perhitungan jabatan anggota PPK, PPS dan KPPS dalem jabatan yang sama

yaitu telah menjabat 2 (dua) periode berturuGturut sebagai anggota PPK,

PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan

DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Fresiden, serta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut:

a. Periode pertama dimulai pada tahun 2OO4 hingga tahun 2008;

b. Periode kedua dimulai pada tahun 2OOg hingga tahun 2013;

c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2OL4 hingga tahun 2018; dan

d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

14. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12 berlaku untuk daerah

yang sama maupun daerah yang berbeda.

15. fidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara

Pemilu

B KETENTUAN I,AIN SYARAT MENJADI ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Dalam hat persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun

sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 2 (dua), bagi KPPS tidak

dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat

diambil dari kelurahan/ desa terdekat.

2. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutantingkat

atas atau sederqiat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 8
(delapan), bagr KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang

mempunyai kemampuan dan kecakapan delem membaca, menuHs dan

berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.

3. Dal,am hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 11

(sebelas), tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten l.abuhanbatu dapat

bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk
memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yangmemenuhi persyaratan.

C. SYARAT KELENGKAPAN UNTUK MENJADI ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

Syarat Kelengkapan untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai

berikut:

1. fotokopi Karhr Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;

2. fotokopi ljazale sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau Ijazahterakhir

yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari
lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan

sedang meqialani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;

3. surat pernyataan yang bersangkutan, bermaterai cukup dan ditandatangani
sebagaimana contoh pada formulir dalam larnpiranKeputusan ini;
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a.

a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara,Undang-Undang Dasar

Negara Republiklndonesia Tatrun L945, Negara Kesatuan Republik

Indoneia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-citaProklamasi 17 Agustus

1945;

b. tidak meng'adi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu

5 (lima) tahun;

c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena mel,akukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 {lima} tahun atau lebih;

d. bebas dari penyalahgunaan narkotika;

e. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Kota

Kabupaten La.buhanbatu atau DKPP, apabila pernah menjadi anggota

PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan umum atau Pemilihan;

f. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan

KPPS;

g. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dafl ataln Pemilihan yang

dinyatakan dengan surat persyaratan yang sah atau paling singkat 5

(lima) tahun tidak lagl menjadi trm kampanye Peserta Pemilu dan/atau

Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

4. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat; dan

5. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan lampiran Pedoman Teknis ini.

BAB IV

PAhIITIA PEMILIHAN KECAIVIATAN

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. PPK dibentuk sebagai penyelenggara Pemilihan ditingkat Kecamatan;

2. PPK berkedudukan di ibu kota Kecamatan;

3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan

tugasnya;

4. Anggota PPK be{umlah 5 (lima} orang yar:Lg memenuhi syarat berdasarkan

peraturan perundang-undangan;

5. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana ditnaftsqfl dalam angka 4 (empat)

memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 307o ( rga puluh
persen);

6. Dalarn me4ialankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretaxtat yang dipimpin
oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;

7. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretaria!

8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
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a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 4 (empat) orang anggota.

Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

b. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten

I"abuhanbatu.

2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten I"abuhanbatu paling lambat 7

(tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lam,bat 2

(dua) bulan setelah pemungutan suara.

3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten La"buhanbatu

melakukantahapan kegiatan meliputi:

a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;

b. menerima pendaftaran calon PPK;

c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;

e. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;

f. mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;

g. melakukan wawancara calon anggota PPK;

h. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

4. KPU Kabupaten Labuhanbatu mengumumkan pembukaan pendaftaran

seleksi calon anggota PPK.

5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah

dljangkau atau diakses publik.

6. KPU Kabupaten I"abuhanbatu menerima pendaftaran calon anggota PPK.

7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen

syarat pendaftaran, sejumlah 2 (dua)rangkap yang terdiri dari:

a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten

Labuhanbatu;

b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK

8. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta

yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang di
butuhkan, KPU Kabupaten Labuhanbatu membuka perpanjangan waktu

pendaftaran selama 3 {tiga) hari.

9. KPU Kabupaten La.buhanbatu melakukan penelitian administrasi

kelengkapan persyaratan calon PPK, selama 3 (tiga) hari, dimulai 1 (satu)

hari setelah masa pendaftaran berakhir.

10. KPU Kabupaten La.buhanbatu mengumumkan hasil penelitian administrasi

kelengkapan persyaratan calon Anggota PPK selama 2 (dua) hari di tempat

yang mudah diakses publik.

9
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11.

L2.

13.

14.

Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi

tertulis.

KpU Kabupaten L,abuhanbatu menyelenggarakan seleksi tertulis untuk

calon anggota PPK, 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil penelitian

administrasi;

Seleksi tertulis dileksanakan dalam wilayah Kabupaten Ia.buhanbatu.

Materi seleksi tertulis, meliputi:

a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenangdan

kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon

perseorangan, teknis pemungutan sua.ra, penghitungan perolehan

suara dan rekapitutasi penghitungan perolehan suara;

b. pengetahuan kewilayahxy

KPU Kabupaten Labuhanbatu menyiapkan materi seleksi tertulis.

KPU Kabupaten l"abuhanbatu menetapkan paling banyak l0 (sepuluh)

orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.

KPU Kabupaten l"abuhanbatu mengumumkan hasil seleksi tertulis, di

tempat yang mudah diekses.

KPU Kabupaten Labuhanbatu melakukan seleksi wawancara pada calon

anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.

Materi seleksi wawancara meliputi :

a. rekam jejak calon anggota PPK;

b. pengetahuan tentang Pemilihan, yzrng mencakup tugas,wewenang, dan

kewajiban PPK, penelitian syarat dukunganPasangan Calon

perseorangan,teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan

suara, dan rekapitulasi penghitunganperolehan suara;

c. klarilikasi tanggapan masyarakat.

KPU Kabupaten Labuhanbatu menetapkan dan mengumumkan anggota

PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.

KPU Kabupaten Labuhanbatu menetapakan pembobotan nilei seleksi

15.

16.

L7.

18.

19.

20.

2L.

C.

wawancara.

22. Pengumuman hasil seleksi wawancara, sebagaimana dimaksud pada

angka 20 (dua puluh), dilakukan paling lama 7 (tujuh) had sejak

dilaksanakan seleksi wawancara.

PE NGAIVIBIIAN KEPUTU SAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.

2. Setiap anggota PPK mernpunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.

3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung
jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
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4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka l(satu), dinyatakan sal, ,

apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPKyang dibuktikan

dengan daftar hadir.

5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga)

orang anggota PPK yang hadir.

6. DaLam hal Udak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK

diambil berdasarkan sua-ra terbanyak.

BAB V

PAI{ITIA PBMUNGUTAI{ SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di Kelurahan/desa dibentuk PPS;

2. PPS berkedudukan di kelurahan/desa.

3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pel,aksanaan tugasnya.

4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

5. Delam menjalakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan Staf Sekretariat

PPS.

6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas :

a. I (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 2 (dua) orang anggota.

7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu.

2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten l"abuhanbatu paling lambat 6

(enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lartl.bat 2

(dua) bulan setelah pemungutan suara.

3. Dalam memilih calon anggota PPS KPU Kabupaten Labuhanbatu melakukan

tahapan kegiatan meliputi:

a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;

b. Menerima pendaftaran calon anggota PPS;

c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;

d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;

e. Melakukan urawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil

seleksi calon anggota PPS.

4. KPU Kabupaten l"abuhanbatu mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi

calon anggota PPS.
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5. pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat yang mudah diiangkau atau

diakses Publik.

6. KPU Kabupaten Labuhanbatu menerima pendaftaran calon anggota PPS.

7. Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan dengan menyampaikan dokumen

syarat pendaftaran sejumlah 3 {tiga) rangkap yang terdiri atas:

a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten

Labuhanbatu;

b. 1 (satu) dokumen fotokopi diserahkan kepada PPK; dan

c. l(satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

8. Dalam hat sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang

mendaftar atau kurang dari 2 {dua) kali jumlah PPS yang di butuhkan, KPU

Kabupaten l"abuhanbatu membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama

3 (tiga) hari.

9. KPU Ifubupaten I"abuhanbatu melakukan penelitian administrasi kelengkapan

persyaratan calon anggota PPS paling larna 1 (satu) hari setelah masa

pendaftaran berakhir.

10. KPU Ikbupaten Labuhanbatu mengumumkan hasil penelitian admistrasi

kelengkapan persya"ratan calon anggota PPS ditempat yang mudah diakses

publik.

11. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis.

12. KPU Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon

anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejat pengumuman hasil penelitian

administrasi.

13. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten l.abuhanbatu.

14. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang pemilihan yang mencalup

tugas, wewenang dan kewajiban PPS.

15. KPU Kabupaten l"abuhanbatu menyiapkan materi seleksi tertulis.

16. KPU Kabupaten Labuhanbatu menetapkan paling banyak 6 (enam) orang

calon anggota PPS yang lulus seleksi terhrlis.

17. KPU Kabupaten Labuhanbatu mengumumkan hasil seleksi tertulis ditempat

yang di mudah diakses.

18. KPU Kabupaten Labuhanbatu melakukan seleksi wawancara pada calon

anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.

19. Materi seleksi wawancara meliputt

a. Rekam jejak calon anggota PPS;

b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang dan

kewajiban PPS; dan

c. Klar:ifikasi tanggapan masyarakal

20. KPU Kabupaten I"abuhanbatu menetapkan dan mengumumkan anggota PPS

berdasarkan hasil seleksi wawancara.
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2L. Pengumuman hasil wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak

dilaksanakan seleksi wawanc ara-

C. PENGAMBII-AN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.

2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk

memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud

pada angka I (satu).

3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung

jawab terhadap semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka

1(satu).

4. Rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam angka I (satu), dinyatakan sah

apabitra dihadiri paling kurang 2 {dua} orang anggota PPS yang dibuktikan

dengan daftar hadir.

5. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat),

dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang

hadir.

BAB I\rI

KELOMPOK PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN :

1. KPPS berkedudukan diTPS.

2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota

masyaralat di sekitar TPS yangmemenuhi syarat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), terdiri dari :

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 6 (enam) orang anggota.

4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. PEMBENTUKAN KPPS :

1. KPPS diangkat dan diberhentikan otreh PPS atas nama Ketua KPU

Kabupaten Labuhanbatu.

2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari

Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga {RW) yang bersangkutan.

3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada

KPU Ihbupaten Labuhanbatu.
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A.

BAB VII

KESEKRETffi

SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin

oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

Persyaratan.

2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.

3. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dima.ksud pada angka 2 (dua), adal,ah

bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.

4. syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:

a. tidak pernah diiatuhi sanksi disiplin pegawai;

b. independen dan tidak berpihak;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah IIlb;
e. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi

informasi.

5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat)

dibuktikan dengan:

a. surat pernyataan yang menerangk€Ln bahwa yang bersangkutan:

1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai khusus bagi yang

berasal dari Aparatur Sipil Negara;

2l independen dan tidak berpihak pada peserta pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati La.buhanbatu;

3) Mempu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

b. Surat Keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit

setempat.

c. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.

6. Dokumen berupa surat pernyataan dibuat dalam 1 (satu) lembar dan

bermaterai cukup serta ditandatangani.

7. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten I"abuhanbatu

sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan.

8. Pembentukan Sekretariat PPK dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari

setel,ah pelantikan anggota PPK;

9. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu

melalui KPU Kabupaten dalpm mengusulkan sekretaris dan staf sekretariat

PPK.

jdih.Kpu.go.id./sumut/Labuhanbatu



10. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris

PPK dan 4 (empat) nama calon staf sekretariat PPK kepada Bupati

Labuhanbatu untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama

sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf sekretariat PPK

dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu;

pelantikan sekretariat PPK dilakukan KPU Kabupaten Labuhanbatu disertai

dengan penandatanganan pakta Integritas Sekretariat PPK;

Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2

(dua), meliputi:

a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan yang

mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan: dan

b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usatra, keuangan dan logistik

Pemilihan.

Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK;

T\rgas sekretaris PPK, meliputi:

a. membantu Pelaksanaan tugas PPK;

b. 6smirnpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;

c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan

d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK

melalui ketua PPK.

Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud

pada angka 9 (sembilan) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan teknis

penyelenggaraan pemilihan.

Staf sekretariat urusan talta usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan,

administrasi PPK dan pertanggungiawaban keuangan, dan menyimpan

bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiepkan

perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung jawab kepada

sekretaris PPK.

11.

t2.

13.

L4.

15.

16.

17.

18.

B. SEKRETARIAT PPS :

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang

dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari Aparatur Sipil

Negara Kelurahan.

2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) ornng staf Sekretariat PPS.

3. KPU Kabupaten Labuhanbatu meminta kepada Lurah untuk menugaskan

pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.

4. Syarat untuk menjadi staf Seknetariat PPS, meliputi:
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a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

b. independen dan tidak berPihak;

c. sehat jasmani dan rohani.

5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang

menerangkan bahwa yang bersangkutan :

a. tidak pernah diiatuhi sanksi disiplin pegawai;

b. independen dan tidak berPihak;

c. sehat jasmani dan rohani.

6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipiUh dan ditetapkan dengan

Keputusan Lurah.

7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS, adalah :

a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan

b. (satu) orang staf Sekretaiat umsan talta usaha, keuangan dan

logistik.

8. Masa tugas Sekretariat sema dengan masa tugas PPS.

9. T\rgas sekretaris PPS, meliputi:

a. membantu pelaksanaan tugas PPS;

b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretadat PPS;

c. mel;alsanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;

d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

10. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPS bertanggung jawab kepada

PPS melalui Ketua PPS.

11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas

menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.

L2. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan,

mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan,

administrasi PPS dan pertanggungiawaban keuangan, dan menyimpan

bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapftal

perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

13. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab

kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP} :

1. Petugas pemutaktriran data Pemilih membantu KPU

Labuhanbatu dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.

A.

Kabupaten
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2

3

Petugas pemutakhiran data Pemilih, dapat berasal dari pengurus Rukun

Tetangga (RT) atau Rukun warga {Rw), yang diusulkan oleh PPS yang

bersangkutan.
petugas pemutakhiran Data Pemilih, diangkat dan diberhentikan dengan

Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu.

petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap

TPS.

Tfigas, wewenang dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

meliputi:

a. membantu KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam melakukan

pemutakhiran data Pemilih;

b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Labuhanbatu melalui PPK

dan PPS;

c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;

d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;

e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;

f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan

tanda khusus pada rumah Pemilih; dan

g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan

penelitian kepada PPS.

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA :

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga

ketenteraman, ketertiban dan keamanan dilokasi TPS.

2. Petugas ketertiban TPS, paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.

3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.

4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten I"abuhanbatu.

5. KPU Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua)

orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten

Labuhanbatu kepada Bupati l^abuhanbatu.

6. KPU Kabupaten Labuhanbatu menyernpaikan nama petugas ketertiban

TPS dari Bupati Labuhanbatu kepada PPS.

7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGA}ITIAI{ AI{GGOTA PPK, PPS, DA}I KPPS

PENGGAI{TIAIT AI{GGOTA PPK :

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:

a. menfulggal dunia;

4

5

B

A.
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b. mengundurkan diri dengan elasan yang dapat diterima;

c. berhal,angan tetap lainnya; atau

d. diberhentikan sementara,

2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila :

a. tidak lag;r memenuhi syarat sebagai anggota PPK;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-

turut tanpa alasan yang sah;

d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah

memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 [ima] tahun atau lebih;

e. difatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilihan

Umum;

f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya

selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau

g. mel,akukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten

Labuhanbatu dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberhentian sementara anggota PPK, ditalcrkan oleh KPU Kabupaten

l,abuhanbatu;

4. Penggantian antarwalctu PPK yang berhenti antanrnraltu dilakukan oleh KPU

Kabupaten Labuhanbatu dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh

calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi

persyaratan;

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan

tahapan meliputi :

a. menerima laporan;

b. meneliti materi laporan;

c. melakukan kLarifikasi;

d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.

6. KPU Kabupaten I"abuhanbatu meneliti materi laporan dan membuat

ringkasan hasil penelitian;

7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten L,abuhanbatu dapat:

a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk
kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;

b. memanggil Para Pihak;

c. meminta bukti-bukti pendukung; dan

d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwas Kabupaten

Labuhanbatu atau Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya.
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8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi KPU Kabupaten La.buhanbatu

membuat kqiian dan mengambil keputusan.

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan t*tup, KPU Kabupaten La.buhanbatu

dapat menganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau

menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.

2. Penunjukan calon anggota PPS baru memperhatikan sumber daya manusia

dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.

3. Berhal,angan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui

keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

4. KPU Kabupaten Labuhanbatu dapat berkoordinasi dengan

lsmfaga/organisasi kemasyarakatan atau profesi dalam menunjuk anggota

PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).

C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian

terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.

2. Berhal,angan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui

keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas seca-ra perfnanen.

3. Penggantian sebagaimana flimeksud pada angka l(satu), memerhatikan

sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang

bersangkutan.

4. Penggantian Anggota KPPS harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten

Labuhanbatu.

BAB X

PENUTUP

Keputusan ini dibuat untuk dapat dipedomani.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : l2Januari 2O2O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRBTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAE}UHANBATU

KETUA KOMISI PEMILIHA}I UMUM

KABUPATEN LABUHAI{BATU,

ttd.

)/*
q.

b Bagian Hukuffi,
WAI-TNJDI
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